BAB V
PENUTUP
A.Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitan maka dapat disimpulkan sebagai
berikut :

1. Pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk
tujuan khusus. atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain
pengendalian kebakaran hutan. Pelaksanaan pembakaran secara
terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang
berwenang. bahwa kebakaran (pembakaran) yang terjadi di dalam
areal ladang atau kebun termasuk dalam "menghargai kebudayaan
lokal” untuk tujuan penanggulangan bencana dan bukan
merupakan tindakan perusakan terhadap lingkungan hidup. Tugas
Gubernur untuk inventarisasi inilah yang belum dilaksanakan dan
dituangkan dalam bentuk instruksi atau peraturan karena output
dari inventarisasi adalah adanya data yang mempunyai kekuatan
hukum tentang pemetaan pemilik dan luasan kegiatan peladangan
yang dilakukan.

2. Sebuah peraturan perundang-undangan memiliki fungsi membatasi
kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggara kekuasaan tidak
bersifat sewenang-wenang, dengan demikian hak-hak warga
negara lebih terlindungi. Namun berdasarkan perspektif hukum,
praktek perundang-undangan dan ketatanegaraan di indonesa

bahwa pembolehan pembakaran hutan yang tertuang dalam
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Peraturan Gubernur menimbulkan tidak adanya keseimbangan
asas-asas dalam pembentukan perundang-undang. Maka adapun
konsekuensi hukum yang harus terjdi yaitu: Otomatis pembatalan
suatu perundang-undangan. Kepala daerah atau pejabat-pejabat
pembuat peraturan perundang-undangan dicabut statusnya atau
diberhentikan tugas oleh Kementrian Dalam Negeri. Baik pejabat
yang masih bertugas atau tidak bisa diproses
B.Saran

1. Diperlukan pengujian terhadap setiap peraturan perundang-
undangan sebelum di sahkannya suatu perundang-undangan.

2. Memberikan kewenangan kepada Kemendagri untuk mencabut
status kepala daerah dalam pembuatan atau pengesahan
peraturan perundang-undangan. Karena dampak yang ditimbulkan
dari sebuah peraturan perundang-undangan yang mempengaruhui

berbagai sektor, baik politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
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